PUTUSAN
Nomor : YU/F1d.5Us/2UT8/PN. Sng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

. Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : GANI SUGIANA BIN DEDI

Tempat Lahir . Subang

Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun/ 17 Januari 1994

Jenis kelamin . Laki - Laki

Kebangsaan . Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Krajan RT.004/001 Desa Tanggulun Barat
Kec.Kalijati Kabupaten Subang.

Agama : Islam

Pekerjaan . Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Subang, Sejak tanggal 25 Desember
2017 sampai dengan 14 Desember 2017 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang
sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 23 Januari 2018 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 14
Januari 2018 s/d tanggal 12 Februari 2018 ;

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal
13 Februari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018 ;

5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang Sejak tanggal 15 Maret
2018 s/d tanggal 03 April 2018 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d
Tanggal 27 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.DONNY
NURHIDAYAT,SH,MM berkantor di PBH PERADI SUBANG , berdasarkan
Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Subang, Nomor $0 /
Pen.Pid/ 2018 / PN. Sng tanggal 29 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
— Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 90/Pen.Pid/2018/

PN.Sng, tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
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—~ Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2018/PN.Sng tanggal 29
Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Menyatakan terdakwa GANI SUGIANA BIN DEDI terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal
114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132
ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pindana penjara
selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda
sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1

(satu) tahun penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu
netto100,14 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto

83,3b gram ,

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto
33,02 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto
29,52 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto
0,68 gram ;

- 1 (satu) buah tas selempang kecil
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan
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4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). .
Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum

Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa
Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji dimasa mendatang tidak akan
mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat
Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh
Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 04 April 2018, sebagai
berikut :

DAKWAAN :
PRIMAIR

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan
Pasal 114 Ayat (2) UU R.l No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal
132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

SUBSIDAIR
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan
Pasal 112 Ayat (2) UU R.lI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo
pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum
Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa
Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji dimasa mendatang tidak akan
mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat
Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh
Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 06 April 2016, sebagai
berikut :
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DAKWAAN :
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan
Pasal 114 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal
132 ayat (1) UU R.1 No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan
Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo
pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut
Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti
akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut akan tetapi terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya tersebut
Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan
keterangan dibawah Sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
1.Saksi Aep Saepudin, dibawah sumpah menurut agama islam memberikan

keterangan dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai

berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga serta saksi bersedia untuk di sumpah.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan / BAP di Polres

Subang tanpa dipaksa.

- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP yang telah dibuat dan di

tandatanganinya.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Subang Unit

Narkoba.

- Bahwa benar dalam hal melakukan perbuatan tersebut terdakwa

tidak memiliki _izin _dari _pihak berwenang manapun, _tidak

berhubungan dengan pekeriaan terdakwa dan ferdakwa juga tidak

sedang dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan

Narkotika jenis shabu tersebut.
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- Bahwa benar ditunjukkan Barang Bukti dan saksi membenarkannya.

.

» Bahwa sikap terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah

membenarkan dan tidak keberatan.

. 2. Saksi Saeful Lukman , dibawah sumpah menurut agama islam
memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya antara lain
sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga serta saksi bersedia untuk di sumpah.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan / BAP di Polres
Subang tanpa dipaksa.

- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP yang telah dibuat dan di
tandatanganinya.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Subang Unit
Narkoba.

- Bahwa benar dalam hal melakukan perbuatan tersebut terdakwa

tidak memiliki _izin _dari__pihak _berwenang manapun, tidak

berhubungan dengan pekerjaan ferdakwa dan terdakwa juga tidak

sedang dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan

Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti dan saksi membenarkannya.

> Bahwa sikap terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah
membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Anggi Likal Taufik Als Manyin Bin Kadwi, dibawah sumpah
menurut agama islam memberikan keterangan dipersidangan yang pada
pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga serta saksi bersedia untuk di sumpah.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan / BAP di Polres
Subang tanpa dipaksa.
Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP yang telah dibuat dan di

tandatanganinya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas
terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut umum menyatakan saksi-
saksi telah cukup dan meminta agar pemeriksaan atas diri terdakwa
dilanjutkan;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah pula memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi
berpakaian preman yang kemudian diketahui sebagai Satuan
Reserse Narkoba Polres Subang dalam perkara penyalahgunaan
Narkotika adalah pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul
23.30 Wib di JIn. Jayawisastra Gg. Palabuan Kel. Karanganyar Kec./
Kab. Subang, adapun saat dilakukan penggeledahan terdakwa
kedapatan memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) buah
bungkus korek api berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening
dengan isi serbuk kristal diduga sabu dalam saku pakaian yang
digunakannya.

- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu
Ierseput aengan cara mengisap Seaotan yang terpasang paoa polol

aqua.

- Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut,
terdakwa merasakan tidak enak makan dan tidak bisa tidur.

- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut
tiaak memiiiki IZin aari pinak berwenang manapun.
- Bahwa benar Ditunjukkan barang bukti oleh majelis Hakim dan

terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang
bukti yaitu ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu
netto100,14 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto
83,36 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto
33,02 gram ;
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1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto
29,52 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto

0,68 gram ;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam
barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi — saksi dan terdakwa, dan
mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut memang ada
hubungannya dengan perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut juga
telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat
dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi
berpakaian preman yang kemudian diketahui sebagai Satuan

- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu
terseput aengan cara mengisap seaotan yang terpasang paaa potol

aqua.

- Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut,
terdakwa merasakan tidak enak makan dan tidak bisa tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Maijelis Hakim akan
memperumpangkan apakan Deraasarkan TaKia-Takta nukum Terseput aiaias,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan
alternatif, sehingga menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih dakwaan
mana yang lebih mengarah pada fakta-fakta dipersidangan, yang mana
maijelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu
melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak melawan hukum,menawarkan untuk di jual menjual
membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar atau

menyerahkan Narkotika Golongan | ;
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Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah
setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang
mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata
‘barang siapa’ ini sepadan dengan kata 'setiap orang' yang biasa tercantum
dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan
unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk
kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek
hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa
melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak
pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana

dalam delik tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang
Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan
identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa
yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa
sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan
demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka
persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam
Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in

subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa
mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis
Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat
akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap
secara hukum sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu
bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk
sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka
dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi oleh
Terdakwa ;
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3. Ad.2. Unsur Tanpa hak melawan hukum,menawarkan untuk di jual

menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar atau

menyerahkan Narkotika Golongan | ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang,bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Nopember
2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi Gani Sugiana Bin
Dedi untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Jakarta kemudian terdakwa di
beri ongkos sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa
berangkat menggunakan kenderaan umum dan tiba di stasiun Kampung
Rambutan sekira pukul 15.00 wib lalu terdkwa di telpon oleh orang yang
bernama Hendro (dpo) kemudian orang yang bernama menginstruksikan
bahwa akan ada orang yang menelepon dan memberitahu lokasi
pengambilan sabu-sabu setelah itu terdakwa di telpon oleh orang yang tidak
di kenal tetapi mengarahkan agr terdakwa mengambil sabu-sabu di pinggir
jalan bawah plang kantor pos daerah Condet Jakarta Timur kemudian sekira
pukul 17.00 wib terdakwa berhasil mengambil plastik hitam yang berisi 4
(empat) amplop yang di dalam tiap-tiap amplop terdapat 1 (satu) buah
bungkusan plastik berisi serbuk kristal sabu kemudian terdakwa bawa ke
rumah saksi Sugiana lalu sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi Gani Sugiana
di Kp.Krajan  Rt.004/001 Ds.Tanggulun Barat Kec.Kalijati Kab.Subang
terdakwa serahkan kepada saksi Gani Sugiana .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta dari
keterangan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan Majelis menilai dan
berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai
“"pembeli” dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari
pihak yang berwenang

Menimbang,bahwa jumlah total sabu yang didapat pada saat terdakwa
ditangkap adalah 260 gram , maka jelas hal tersebut turut memperkuat fakta
keterbuktian bahwasanya terdakwa adalah seorang pembeli Narkotika jenis
sabu dan dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan yang di keluarkan oleh Pusat
Laboratorium Forensik No.Lab: 4962/NNF/2017 yang di tandatangani oleh
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KABID NARKOBAFOR terhadap 1 buah amplop warna coklat berlak segel
lengkap dengan label barang bukti yang setelah didalamnya terdapat 4

bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat
Netto seluruhnya 3,6520 gram di beri nomor barang bukti 4194/2017/NF DSN
3438/2017/NF milik Gani Sugiana terbukti mengandung Metamfetamina
disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung
metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan | Nomor urut 61 Lampiran
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka
semua unsur dari dakwaan Primair di atas telah terpenuhi, maka terdakwa
telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair
yaitu Pasal 114 ayat (2) UU Rl No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari

dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjangan pemeriksaan dipersidangan tidak
terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu
berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat
faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa,
sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau
terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa,

' PRPRIT T TR T SR T TR DUDUNNN TIRr L Sy SR JUpu Ry I R S ettt
CARE S AN et E AMAL TRAREA MANMASE REEFSRALATILJITLAIT BEnAT TaLan FRALAM LEAMLIMOTILALIMLALL Wuany pualiy

meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan

peIbudldll lEe1Udhwd yally Leldl) IeTDURL iIeisevut,

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemertintah dalam
pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-

hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan

pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai
Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina

dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya
sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka
Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman
seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini
berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka
penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya
tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya

dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal
diduga sabu dengan berat brutto 0,95 (nol koma sembilan
lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal
diduga sabu netto100,14 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal
diduga sabu netto 83,36 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal
diduga sabu netto 33,02 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal
diduga sabu netto 29,52 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal
diduga sabu netto 0,68 gram ;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam
melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak ada guna/manfaatnya
maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas Negara untuk
dimusnahkan ;
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus
dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu

e Ao i [ e | SR TR g Eap | i " - .
F Rl ] ST TETE S bt LR Rl e RS LRI LR Rl ——— g m e [T T S

dipertimbangkan dalam putusan ini ;
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Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GANI SUGIANA Bin DEDI tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi
pembeli Narkotika Golongan’

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 ( sembilan ) tahun dan denda 1.500.000.000 (satu
milyar lima ratus juta rupiah) ) apabila denda tersebut tidak dibayar
oleh terdakwa maka akan di ganti dengan pidana penjara selama 6
(enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu
dengan berat brutto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu
netto100,14 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu
netto 83,36 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu
netto 33,02 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu
netto 29,52 gram

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu
netto 0,68 gram ;

- 1 (satu) buah tas selempang kecil

- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam
Dirampas Negara untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumiah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
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¥1an  qibputuskan aalam sidand permusyawaratan Majelis Hakim

.zzauan Negeri Subang, pada hari Rabu , tanggal 30 Mei 2018, oleh Aida
Fitriani Siregar ,SH. selaku Hakim Ketua, Ratih Kusuma Wardhani SH,MH
dan Setiawati,SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05
Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu
oleh Hilman Syahadat SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Subang, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

U Y
Ratlh Kusuma Wardhani,SH MH

Setiawati

Panitera Pengganti

Hilman Syahadat,SH
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